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BUPATI NGANJUK

PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 6 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN PEMBENTUKAN TIM PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Menimbang: a.

Mengingul

- I

KECAMATAN DAN DESA/KELURAHAN
DI KABUPATEN NGANJUK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI NGAN.JUK,

bahwa kcmiskinan merupakan permasalahan yang mendesak
dan memerlukan langkah-langkah penanganan yang sistematis,
terpadu, terurah dan menyeluruh,;

bahwa dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan di
Kabupaten Nganjuk, perlu dilakukan koordinasi sinergi dan
penguatan kelembagaan dari Tim Penanggulangan Kemiskinan
Tingkat Kabupaten sampai Tingkat Kecamatan dan
Desa/Kelurahan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam hurul a dan  huruf b, maka perlu menetapkan
Peraturan  Bupati  tentang Pedoman Pembentukan Tim
Penanggulangan Kemiskinan Kecamatan dan Dcsa/Kclurahan
di Kabupaten Nganjulk;

Undang-Undang Nomor |2 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950
Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor Nomor 2730);



:..1

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan
Kependudukan dan  Pembangunan Keluarga  Sejahtera
(Lembaran Negura Republik Indoncsia Tahun 1992 Nomor 35,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3175);
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahleraan
Susiul (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomaor
{2, Tembahan Lembaran Negara Republik Indenesia Nomor
4967),

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pemhenlukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negarn Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Taunbahan Lembaran Ncgara
Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah  diubah
dengan Undang Undung Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan
Lembaran Negara Repuhblik Indonesia Nomor 6398);
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan
Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5235);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republil Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan
lLembarun Negara Republik Indonesia Nomeor 5195);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemncrintalian
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) scbagaimana telnh diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Namor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679),

Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Nepara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Rcpublik
Indonesia Nomor 5242);

Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);




Menetapkan :

10. Peraturan Pemerintah  Nomor 12 Tahun 2019 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6322);

1 1. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pcrcepatan

Penanggulangan Kemiskinan, scbagaimana telah diubah dengan

Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015;

13, Paraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 lentang Program

Percepatan Penanppulangan Kemiakinan;

13, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang

Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan  Provinsi dan

Kabupaten /Kota,;

13, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tuhun 2018 tentang

Pengelolaan Keuangan Desa,

4. Peraturan Dacrah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016

entang Desa (Lembaran Dacrah Kabupaten Nganjuk Tahun
2016 Nomor 2) sehagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 9 Tahun 2018 (Lembaran
Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018 Nomor 9);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016

lentang Pembentukan dan  Susunan Perangkal Dacrah
Kabupaten Ngamjuk (lembaran Dacrah Kabupulen Nga njuk
Tahun 2016 Nomaor 9);

15, Peraturan Daerah Kabupalen Nganjuk Nomor 02 Tahun 2019

tentang Kencana Pembangunan Jangka Menengah Dacrah
Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023 (Lembaran Dacrah
Kahupaten Nganjuk Tahun 2019 Nomer 02).

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN
TIM PENANGGULANGAN KEMISKINAN KECAMATAN DAN
DESA/KELURAHAN DI KABUPATEN NGANJUK.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Nganjuk
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Nganjuk.
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10.

k.

Bupati adalah Bupati Nganjuk.

Kecamatan adalah wilayah kerja Camat scbagai perangkal
daerah di Kabupaten Nganjuk,

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki
batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan
mengurus kepentingan masyarakat sctempal, berdasarkan
nanl usul dan adal istiadat setempat yang diakui dan
dihormati dalam sistemn Pamenntahan Negwo Kesatuan
Republik Tndonesia yang berada di Kabupalen Nganjuk,
Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagal perangkat
dacrah kabupaten dalam wilayah leerja kecamatan.
Kemiskinan adalah  suatu  ketidakmampuan  (lack  of
capabilities) scseorang, atau Keluarga, atau masyuarakat
dalam memenuhi kebutuhan hak-hak dasarnya untuk
mempertahankan dan mengembangkun  kehidupan  yang
bermartabat.

Penanggulangan Kemiskinan adalah kebijakan dan program
pemerintah dan pemerintah daerah yung dilakukan secara
sisternatis, terencana, dan bersinergi dengan dunia usaha
dan masyarakat untuk mengurangl  jumlah  penduduk
miskin dalam rangka meningkatkan derajat kescjahleraan
rakyal.

Kecluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri
dari suami- isteri, atau suami, isteri dan anaknya, atau ayah
dan anaknya, atau ibu dan anaknya.

Keluarga Miskin adalah keluarga yang mengalami kondisi
ketidakmampuan dalam memenuhi kebutnhan dasar hiduagp
yang berupa pangun, sandang, rumah  alau  papan,
pelayanan kesehatan, dan pendidikan, keterbatasan akses
air bersih, listrik, kepemilikan kekayaan, dan beban
tangpunpan  yang  culup  tinggl  (jumlah  jiwa dalam
keluarga).

Program penanggulangan kemiskinan adalah kegiatan yang
dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dunia
usaha, serta masyarakat untuk meningkatkan kesejahtcraan
masyarakat miskin melalui bantuan sosial, pemberdayaan
masyarakat, pemberdayaan usaha ckonomi mikro dan kecil,
serta program lain dalam rangka meningkatkan kegiatan

ekonomi.




12. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan, yang
selanjutnya disebut TKPK, adalah wadah koordinasi lintas
sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk
penanggulangan kemiskinan di Daerah.

13. Tim Penanggulangan Kemiskinan Kecamatan yang
sclanjutnya  discbul TPK Kecamatan adalah wadah
koordinasi lintas scktor dan lintas pemangku kepentingan
untuk penanggulangan kemiskinan di Kecamatan.

14. Tim Penanggulangan Kemiskinan Desa/Kelurahan yang
selanjutnya disebut TPK Desa/Kelurahan adalah wadah
koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan

untuk penanggulangan kemiskinan di Desa/Kelurahan.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini scbagal salah satu dasar dan podoman
pembentukan TPK Kecamatan dan TPK Desa/Kelurahan dalam

penanggulangan kemiskinan.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Bupati ini untuk mempermudah koordinasi di

tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Desa/Kelurahan dalam

penanggulangan kemiskinan.

Pasal 4

Penyelenggaraan penanggulangan kemiskinan bagi warga miskin
berdasarkan asas adil dan merata, partisipatif, demokratis,
koordinatif/keterpaduan, tertib hukum, dan saling percaya yang

menciptakkan rasa amarn.

BABII
TI’K KECAMATAN

Pasal 5

(1) TPK Kecamatan berkedudukan di Kecamatan.

(2) Pembentukan TPK Kecamatan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Camat.

(3) Struktur organisasi TPK Kecamatan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) sekurang-kurangnya terdiri atas:
a. Penanggung Jawab : Camat




(4)

(1)

(2)

b. Ketua
c. Wakil Ketua
d. Sekretaris

: Sekretaris Kecamatan
: Pejabat ditingkat Kecamatan.

: Kasi pada Kecamatan yang

membidangi Kesejahteraan Rakyat.

¢. Kelompok Kerja Data dan pengaduan

Ketua

Anggota

:Kasi pada  Kecamatan  yang

Membidangi Pemerintahan.

: Unsur Pusal Kesehatan Magyarakat,

unsur yang mempunyai lugas pokok
dan fungsi di bidang pendidikan,
Koordinator Statistik Kecamatan,
pendamping PKII, Tenagu
Kesejahteraan  Sosial, Tim
Penggerak Pemberdayaan dan
Kesejahteraan Keluarga (TPPKK)
Kecamatan dan Tokoh Masyarakat.

. Kelompok Kerja Kemitraan, Usaha, Pemberdayaan, dan

Pendampingun

Ketua : Kasi pada Kecamatan yang
membidangi Pemberdayaan
Masyarakat Desa.

Anggota : Unsur Petugas Penyuluh Lapangan
dan Pelaku Dunia Usaha,
Perwakilan Ormas, dan Kader
Pemberdayaan Masyarakal.

Bagan strukiur organisasi TPK Kecamalan scbagamana

dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran I yung

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupali

ini.

Pasal 6

TPK Kecamatan mempunyai tugas pokok melakukan

fasilitasi dan koordinasi penanggulangan kemiskinan pada

tingkat Kecamatan.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), TPK Kecamatan mempunyai uraian tugas:

a. menyusun profil TPK Kecamatan;

b. menunjuk pendamping tingkat kecamatan;




c. mengelola data keluarga miskin, meliputi:

1. melakukan koordinasi pelaksanaan pendataan di
tingkat kecamatan,

2, mengumpulkan dan mengolah laporan data keluarga
miskin dari TPK Desa/Kelurahan;

3. menyusun dan mengelola data keluargu miskin tingkat
kecamatan; dan

4. memberi layanan informasi duta kemiskinan kcpada
pelaku  penanggulangan  kemiskinan  baik  dari
Pemerintah, swasta, maupun masyarakal,

d. melakukan penggalangan sumber daya dan membangun
kemilraan, meliputi:

|. memfasilitasi TPK Desa/Kelurahan dalam penyusunan
rencana pemanfaatan potenai sumber daya,

2. melakukan  sosialisasi  strategi  penanggulangan
kemiskinan kepada semua pemangku kepentingan di
wilayah kerjanya; dan

3. memfasilitasi dan menjalin kemitraan dengan pihal-
pihak yang memiliki sumber daya untuk
penanggulangan kemiskinan.

e. melakukan pemberdayaan dan pendampingan, melipuli:

1. mengumpulkan dan  mengolah laporan  TPK
Desa/Kelurahan dan mengelola  data  tentang
ketrampilan/minal/potensi  yang  dimiliki  keluarga
miskin di wilayah kerjanya;

2. menyelenggarakan koordinasi dengan para pendamping
tingkat kecumatun dan Desa/Kelurahan tentang
metode pendampingan yang  aesuai untuk wilayah
kerjanya; dan

3. memantau perkembangan dan keberlanjutan kegialun
penanggulangan kemiskinan yang herlokasi di lebih
dari 1 (satu) Desa/Kelurahan di wilayah kerjanya.

f. melakukan Rapat Koordinasi Penanggulangan

Kemiskinan;

g. mengajukan usulan program/kegiatan Penanggulangan

Kemiskinan melalui musrenbang Kecamatan,

h. menyampaikan laporan kepada TKPK, dengan ketentuan
sebagai berikut:

1. laporan meliputi:




Vo2

a) profil TPK kecamatan;

b) profil keluarga miskin;

c) rekapitulasi keluarga miskin;

d) daftar Pekerjaan keluarga miskin;

c) daftar kegiatan  swadaya/sumbangan untuk
penangeulangan kemiskinan;

) daftar pendampingan kegistan  penanggulangan
kemiskinan; dan

g) daltar kegiatan TPK Kecamatan,

2. penyampaian laporan scbagaimana dimaksud pada
angka 1 diatur sebagai berikul:

a) profil TPK Kecamatan disampaikan paling lambat 1
(satu) bulan setelah terbentuk TPK Kecamatan;

b) profil keluarga miskin, rekapitulasi keluarga miskin,
daftar Pekerjaan keluarga miskin, dafiar kegialan
swadaya/sumbangan untuk penanggulangan
kemiskinan, daftar pendamping kegiatan
penanggulangan Kemiskinan dan daftar kegiatan
TPK Kccamatan disampaikan secarn periodik setiap
Aguslus tahun berjalan dan Tebruari tahun
berikutnya.

3. lormat laporan sebagaimana dimaksud pada angka 1
tercantum dalam Lampiran Il yang merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

TPK Kecamatan sebagaimana dimaksud dalamn pasal 5 berfungsi

sebagai koordinator TPK Desa/Kelurahan.

(1)
(2)

(3)

(4)

BAB TII
TPK DESA/KELURAHAN

Pasul 8

TPK Desa/Kelurahan berkedudukan di Desa/Kelurahan.
Pembentukan TPK Desa sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
Pembentukan TPK Kelurahan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Camat.
Struktur organisasi TPK Desa/Kelurahan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya terdiri atas:




()

(1)

a) Penanggung Jawab : Kepala Desa/Lurah

b) Ketua . Sekretans Desa/Pcrangkat
Desa/Kelurahan
c) Sekretaris : Unsur pcrangkat desa/ kelurahan

d) Kelompok Kerja Data dan Pengaduan
Ketua : Unsur perangkat Desa/Kelurahan
Anggota : Kepala Dusun dan Ketua Rukun
Tetangpa (RT)/Rukun Warga (RW).

Kelompok Kerja Kemitraan dan Pendampingan

Ketua 1 Unsur perangkat Desa/Kelurahan
Anggota : Karang taruna, unsur PKK, Kader
Desa/Kelurahan.

Bagan  sbuktur  organisasi TPK  Desa/Kelurahan
schagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam
Lampiran | yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

TPK Desa/Kelurnhan mempunyai tugas pokok melakukan
fasilitasi dan koordinasi penanggulangan kemiskinan di
tingkat Deaa/Kelarahan.

Dalam melaksanakan tugas polok sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), TPK Desa/Kclurahan mempunyai uraian
tugas:

a. menyusun prolil TPK Desa/Kelurahan;

b. menunjuk pendamping tingkat Desa/Kelurahan;

c. mengelola dan memultakhirkan data dan prolil Keluargs

Miskin meliputi:

1. melaksanakan pendataan/pembahaman data keluarga
miskin pada tingkat Desa/Kelurahan;

2. mengumpulkan, menpgolah dan menyusun laporan data
dan profil keluarga miskin;

3. menerima dan menindaklanjuti pengaduan dari warga
ketika terjadi ketidaktepatan data dan profil keluarga
miskin,

4. mendorong dan mengkoordinasikan peclaksanaan
pendataan keluarga miskin;

5. Melaksanakan  musyawarah  desa/  musyawarah

kelurahan Penanggulangan Kemiskinan;
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d.

f.

6. Mengajukan program/kegiatan Penanggulangan
Kemiskinan dalarn musyawarah desa/ musyawarah
kelurahan.

melaksanakan [asilitasi dan koordinasi kegiatan

penanggulangan kemiskinan meliputi:

1. menetapkan urutan prioritas pelaksanaan  kegiatan
penanggulangan kemiskinan di Desa/Kelurahan,

2. menentukan calon lokasi dan calon penerima manfaat
kegialan penanggulangan kemiskinan sesuai urutan
proritas dan urgensi masalah;

3. berpartigipasi aktil dalam musyawarah rencana
pembangunan (musrenbang) Desa/Kelurahan; dan

4, mendorong keterlibatan individu, kelompok, dan/atau
lemmbaga kemasyarakatan Desa/Kelurahan dalam

penanggulangan kerniskinan.

. melakukan pendampingan melipuli:

1, menyusun serta mengelola duln tentang
keterampilan/minat/potensi yang dimiliki keluarga
miskin di Desa/Kelurahan yang bersangkutan,

2. mengorganisasi kegiatan pendampingan yang dilakukan
oleh para pendamping lingkat Desa/Kelurahan maupun
dusun/lingkungan, Rukun Warga (RW) dan Rultun
Tetangga (RT);

3, memantau perkembangan  dan keberlanjutan
pendampingan kegiatan pendampingan dan
penanggulangan kemiskinan yvang berlokasi di desa/
kelurahan,

4. membangun  sinergi  denpan scluruh o pemanglou
kepentingan yang ada di Desa/Kelurahan; dan

5. membanlu  warga miskin dalam berhubungan dan
mengurus  berbagai  keperluan  dengan  pelaku
penanggulangan Kemiskinan.

menyampaikan laporan kepada TPK Kecamatan, dengan

ketentuan sebagai berikut:

1. laporan meliputi:

a) profil TPK Desa/Kelurahan,;
b) profil keluarga miskin;
¢) rekapitulasi keluarga miskin,
d) daftar pekerjaan keluarga miskin;
10




e) daftar perolehan sumbangan/swadaya masyarakat
untuk penanggulangan kemiskinan;

0) daftar pendampingan kegiatan penanggulangan
kemiskinan;

g) daftar priorilas kegiatan penanggulangan
kemiskinan; dan

h) daftar realisasi kegiatan TPK Desa/Kelurahan.

2, penyampaian laporan scbagaimana dimaksud pada
anglka 1 diatur scbagai berllout:

a) profil  TPK Desa/Kelurahan  disampaikan  paling
lambat 1 (satu) bulan  setelah terbentuk TPK
Desa/Kelurahan;

b) profil keluarga miskin, rckapitulasi keluargn miskin,
daftar pckerjaan keluarga miskin, daltar kegiatan
swadaya/sumbangan untuk pchangmulangan
kemiskinan, daftar pendampingan kegiatan
penanggulangan  kemiskinan,  daftar  prioritas
kegiatan penanggulangan kemiskinan, dan daftar
realisasi kegiatan TPK Desa/Kelurahan disampaikan
sccara periodik setiap bulan Juli tahun berjalan dan
bulan Januari tahun berikutnya;

c) format laporan sebagaimana dimaksud pada angkn 1
tercantum dalam Lampiran II yang merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupat

iri.

Pasal 10

TPK DNesn/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat
(1) berfungsi schagai koordinator penanggulangan kemiskinan di
tingkat dusun/lingkungan/Rukun Warga (RW) dan Rukun
Tetangga (RT).

BAB IV
TATA KERJA

Pasal 11

(1) TPK Desa/Kelurahan di bawah koordinasi TPK Kecamatan.
(2) TPK Kecamatan di bawah koordinasi TKPK.
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Az

(3)

(1)
(2)

(1)
(2)

(1)

(2)

()

Bagan tata kerja TKPK, TPK Kecamatan dan TPK
Desa/Kelurahan tercantum dalam Lampiran 1 yang
merupakan bagian tidak terpisuhkan dari Peraturan Bupati

ini.

BAB YV
PEMBINAAN

Pusul 12

Bupati melalkulkan pembinaan kepada TPK Kecurnatan

Pembinaan TPK Kecamatan scbagaimana dimaksud pada
ayul (1) meliputi pemberian  bimbingan, pengawasan,
pemantauan dan  evaluasi pelaksanaan  penanggulangan

lkemiskinan.

Pasal 13

Camal melalulan pembinaan kepada TPK Desa/Kelurahan,
Pembinaan TPK Desa/Kelurahan sebagaimana  dimaksudd
pada ayat (1) meliputi pemberian bimbingun, pengawasau,
pemantauan dan  evaluasi pelaksanaan penanggulangan

kemiskinar.

BAE VI
PENDANAAAN

Pasal 14

Pendanaan TPK Kecamatan dibcbhankan pada Anggaran
Pendapatan dan Relanjs Nacrah serta sumber lain yang sah
dan tidak mengikat.

Pendanaan TPK  Desadibebankan pada APB  Desa
seriusumber lain yang sah dan lidak mengikat.

Pendanaan TPK Kelurahan dibebankan pada Anpggaran
Kelurahan yang bersumber dari APBD serta sumber lain

yang sah dan tidak mengikat.
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BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Apsr selinp arang mengetahuinya, memerintnhkan
pengundangan DPcraturan Bupati ini dengan penempatannya

dalam RBerita Daerah Kabupaten Nganjulk.,

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 14 Februari 2020
BUPATI NGANJUK,
td

NOVI RAHMAN HIDHAYAT

Diundangkan di Nganjulk
Pada tanggal 14 Februari 2020
SEKRETARIS DAERAH

ttd

Dra. NUR SOLEKAN, M. Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19661227 198602 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2020 NOMOR 6

Salinan sesual dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

fa £ A
/ v
Dra. HARIANTO, M.Si

Pembina Tingknt T
NIP. 19690203 198903 1 004
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LAMPIRAN |

PERATURAN BUPATI NGANJUK

NOMOR 6 TAHUN 2020

TENTANGPEDOMAN PEMBENTUKAN TIM PENANGGULANGAN
KEMISKINANKECAMATANDANDESA /KELURAHAN

DI KABUPATEN NGANJUK

DBAGAN 3TRUKTUR ORGANISASI TPK KECAMATAN, TPK KELURAHAN/DESA
DAN TATA KERJA TKPK, TPK KECAMATAN, TPKDESA/KELURAIIAN
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